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ABSRTRAK

MUH. RIZKY BAU (NIM : (271413140) 2018. “PERAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PENAMBANG PASIR TANPA IZIN DI DESA BULONTALA TIMUR
(DITINJAU DARI PASAL 27 PERDA BONE BOLANGO NO. 8 TAHUN 2012)”.
Dibimbing oleh masing — masing Pembimbing I : PROF, DR, FENTY U. PULUHULAWA,
SH, M.HUM dan Pembimbing Il : HJ. NIRWAN JUNUS, SH, MH. Jurusan llmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum terhadap penambang pasir tanpa
izin ditinjau dari Pasal 27 Perda Bone Bolango No 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah dan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam meminimalisir pertambangan
pasir tanpa izin di desa Bulontala Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian
Yuridis Empiris.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa berdasarkan “Perda Bone Bolango No 8 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 27 Kawasan perlindungan setempat sebagaimana
yang di maksud Huruf (b) kawasan sempadan sungai, termasuk sungai Bone”, selain itu pada
Pasal 24 Huruf (c) Perda Bone Bolango No 8 Tahun 2012 Kawasan sepadan sungai termasuk
dalam Kawasan lindung. Ini menjelaskan semua aktifitas Pertambangan dalam konteks apapun di
larang pemerintah apalagi Sungai Bone Sebagai Icon Bone Bolango. Hingga saat ini masyarakat
tidak membuat surat izin dari pertambangan karena 2 alasan : 1) Banyaknya persyaratan; 2)
Financial;. Karena pertambangan ini dilakukan tanpa izin maka mereka dapat dikenakan Pasal
158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Adapun peran dari pemerintah daerah dalam meminimalisir pertambangan pasir di Desa
Bulontala Timur masih memiliki kendala yaitu masih adanya rasa dilema dari pemerintah dalam
mengeksekusi pertambangan ini, karena apabila dihentikan dapat meningkatkan tingkat
kemiskinan di daerah dan apabila di biarkan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem
lingkungan.
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ABSTRACT

. GOVERMENT'S ROLE

MUIL RIZKY BAU (NIM : (271413140) 2018, “REGIONA ’ :
BULONTALA VILLAGE

TOWARDS UNSANCTIONED < ne IN FAST
ARD: SANCTIONED SAND MINERS IN EASI fiacnies ot
L."""H“.’ ON ARTICLE 27 OF BONE BOLANGO LOCAL REGULATIOX #8'2”12;!-
SUpervised by principal supervisor : PROF, DR, FENTY U PULUHULAW \" “} '
MATUM and co-supevisor : 111, NIRWAN JUNUS, SH, MIL Department of Law, Facult:

of Law, Universitas Negeri Gorantalo.
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Fhis research aims to analyze the legal status of unsanctioned sand miners based

article 27 of Bone Bolango local regulation #8 2012 regarding spatial plans and goverment's role
mominimalizing unsanctioned sand minings in cast Bulontala Village, with the type of this
research bemg juridical and empirical rescarch,

The research results reveals that based on “Bone Bolango local regulation
regarding spatial plans article 27 local protected area as intended (13) river-equivalent
meluding Bone river.” Meanwhile, in article 24 (C) Bone Bolango local regulation #8 2012
rver-equivalent area s included as protected arca. This would mean that allmining activity in
any context is forbidden by the goverment, especially around Bone river asthe icon of Bone
Bolango. There were several people to date who have not vet administered mining heense due to
D) alot of requirements, and, 2) financial matters. These people are subjected to article 158 of
constitution #4 2009 regarding Mineral and coal minings due to the conducting of unsanctioned
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#8 2012

area,

minings

Local Goverment's role in minimizing the sand minings at east Bulontala Villave is sull
hindered by the goverment’s dilemma to execute the mining, because the ithninau&1 of the
mining will clevate the poverty rate in the local area, while cmim{ﬁnént svstem is-at cost if no

actions are taken,
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